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Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia sudah seharusnya dipungut Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dalam rangka memperkecil kehilangan potensi penerimaan negara dan juga untuk
menciptakan netralitas antara kegiatan perdagangan konvensional dan perdagangan PM SE atau yang lebih
dikenal dengan e-commerce. Sgjauh ini Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi PPN atas kegiatan
PMSE, khususnyaterkait PM SE atas jasa oleh pelaku di luar negeri. Pemerintah terlihat fokus terhadap
pemungutan PPN kepada pedangang PM SE |uar negeri. Peraturan PPN atas PMSE di dalam negeri yang
telah dicabut tidak diterbitkan kembali dengan alasan peraturan PPN yang berlaku umum daapt diterapkan
dalam PMSE. Hal ini tidak menciptakan netralitas antara pengusaha konvensional dengan e-commerce
dalam negeri. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlakuan pemajakan atas
kegiatan e-commerce khususnya untuk PPN ditinjau dari netralitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan paradigma postpositivist. Hasil penelitian ini pemenuhan netralitas dapat dilihat dari dua
sudut pandang yaitu antara kegiatan PM SE dengan pedagang konvensional dalam negeri dan antara kegiatan
PM SE dalam negeri dengan PM SE luar negeri. Dikarenakan belum adanya implementas atas pemungutan
PPN PM SE platform e-commerce dalam negeri menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda antara
pedagang konvensional dengan e-commerce dalam negeri. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat
dikatakan bahwa tujuan dari netralitas belum tercapa meskipun telah ada upaya dari pemerintah untuk
mencapal netralitas.

...... Taxes on e-commerce activities in Indonesia should be levied to minimize the potential loss of state
revenue and create equality between conventional trading activities and e-commerce. So far, the government
has issued several regulations regarding the taxation of PM SE activities, especially on the VAT aspect. With
these regulations, the government seems to be too focused on collecting taxes for foreign PM SE traders, so
it does not create alevel playing field between conventional entrepreneurs and domestic e-commerce. SO
far, the government has issued several regulations regarding the taxation of PM SE activities, especialy on
the VAT aspect. The purpose this article isto analyze how the VAT treatment of e-commerce activitiesis
viewed neutrality principle. This study uses a quantitative approach with postpositivist paradigm. Based on
the results of this study, the fulfillment of neutrality can be seen from two perspectives, namely, between
PM SE activities and conventional domestic traders and between domestic PM SE activities and foreign
PMSE. Due to the absence of implementation of the PMSE VAT collection on domestic e-commerce
platforms, there is a different treatment between conventional traders and domestic e-commerce. So based
on thisit can be said that the goal of neutrality has not been achieved even though there have been efforts
from the government to achieve neutrality.
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